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     News Release
Ukur Kinerja Individu, BPK RI Terapkan MAKIN
Palu – Hukum Humas
Memasuki Tahun Anggaran (TA) 2011, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) membuat gebrakan baru dalam upaya mengukur kinerja pegawai. Dengan menggunakan sistem bernama Manajemen Kinerja Individu (MAKIN), tiap pegawai BPK RI akan diukur kinerja individunya sehingga kinerja pegawai dapat diukur dengan jelas, dapat diperbandingkan dengan pegawai yang lain dan disertai dengan bukti yang valid.

Sebagai langkah awal penerapan MAKIN, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop MAKIN TA 2011 bertempat di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, (22/3), yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan.
Bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut yaitu Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Humas dan Luar Negeri BPK yang sekaligus sebagai anggota tim MAKIN, Yudi Ramdan Budiman, S. E., M. M., Ak., Kepala Sub Bagian Perancangan Aplikasi Komputer Biro TI, Latief Agus Kustanto, S. Kom, staf Biro SDM, M. Farid Hidayatullah dan Adisti Kusumaningtyas.
MAKIN merupakan pengelolaan atas kinerja individu secara sistematis dan terukur yang selaras dengan tujuan BPK serta terintegrasi dengan fungsi-fungsi SDM lainnya. Menurut Yudi, MAKIN akan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan pegawai, manajemen karir (promosi, mutasi, jabatan fungsional), pemberian intensif dan struktur remunerasi. 
Yudi menambahkan, agar program MAKIN dapat berjalan sesuai rencana, BPK telah menyusun roadmap implementasi MAKIN mulai tahap persiapan pada tahun 2010 sampai dengan implementasi tahun kelima tahun 2015. Pada implementasi tahap pertama tahun 2011, MAKIN difokuskan untuk pemeriksa, sedangkan untuk tahun berikutnya akan diperluas bagi unsur penunjang dan pendukung.  
Sebelum diimplementasikan MAKIN, penilaian kinerja bagi pemeriksa masih didasarkan atas DP3. Menurut Yudi, DP3 terlalu banyak aspeknya dan bersifat abstrak. Selain itu DP3 hanya berorientasi pada individu pegawai tanpa memperhatikan organisasi dan kurang berorientasi pada prestasi kerja. Dengan diterapkannya MAKIN diharapkan profesionalisme manajemen SDM dan peningkatan kinerja pegawai BPK RI dapat semakin meningkat. (***) 
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